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Abstraksi 
Fungsi parpol yang ideal adalah berpartisipasi dalam sektor 
pemerintahan, dalam artian mendudukkan orang-orang nya 
menjadi pejabat pemerintah, sehingga dapat turut serta 
mengambil atau menentukan keputusan politik ataupun output 
pada umumnya. Hal ini sesuai dengan proses rekrutmen yang 
berarti proses pengisian jabatan-jabatan politik pada lembaga-
lembaga politik, termasuk jabatan dalam birokrasi atau 
administrasi negara dan partai-partai politik. Rekrutmen politik 
mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu sistem politik, 
karena melalui proses ini orang-orang yang akan menjalankan 
sistem politik ditentukan. Hanya saja seringkali partai politik 
terjebak pada masalah popularitas dan finansial sehingga 
kaderisasi internal partai tak berjalan baik. Hal ini sebagaimana 
yang menjadi pertimbangan DPD PAN Kabupaten serang dalam 
menentukan calon bupati adalah popularitas dan finansial. 
 
Kata Kunci: Partai Politik, PAN, Kaderisasi, Pilkada 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Partai politik mempunyai posisi (status) dan peran (role) 
yang sangat penting dalam setiap system demokrasi.Partai 
memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara 
proses-proses pemerintahan dengan warga Negara.Bahkan 
banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya 
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menetukan demokrasi, seperti dikatakan oleh schattscheirder 
(1942).
1
 
Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi 
kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun 
kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan 
internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, 
karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi 
partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk 
mengembangkan diri. Dengan memiliki kader-kader yang baik, 
partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan 
mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke 
bursa kepemimpinan nasional. Selain untuk tingkatan seperti itu, 
partai politik juga berkepentingan untuk memperbanyak 
anggotanya. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya 
orang untuk menjadi anggotanya. Rekrutmen politik menjamin 
kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu 
cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.
2
 
Partai politik saat ini hanya dianggap sebagai suatu jalan 
menuju tampuk kekuasaan tanpa memandang makna dan fungsi 
sebuah partai politik sebagai sarana untuk melakukan pendidikan 
politik, rekrutmen politik, dan sosialisasi politik sudah 
terlupakan.Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ramlan 
Surbakti bahwa terdapat beberapa fungsi dari partai politik, yaitu 
sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemadu 
kepentingan, komunikasi politik, pengendali konflik, dan kontrol 
politik.
3
 
Adapun fungsi parpol yang ideal adalah berpartisipasi dalam 
sektor pemerintahan, dalam artian mendudukkan orang-orang nya 
menjadi pejabat pemerintah, sehingga dapat turut serta 
mengambil atau menentukan keputusan politik ataupun output 
pada umumnya. Hal ini sesuai dengan proses rekrutmen yang 
                                                 
1
 Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Tata Negara, (Jakarta: Raja 
Grafindo, 2009), h. 401. 
2
 Jimly Asshidiqie, Pengantar …. …., h. 408. 
3
 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo), 
h.161. 
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berarti proses pengisian jabatan-jabatan politik pada lembaga-
lembaga politik, termasuk jabatan dalam birokrasi atau 
administrasi negara dan partai-partai politik. Rekrutmen politik 
mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu sistem politik, 
karena melalui proses ini orang-orang yang akan menjalankan 
sistem politik ditentukan. 
Logikanya sederhana, dalam sebuah pasar politikkader 
merupakan salah satu produkyang menentukan daya jual partai di 
publik. Makin baik pola rekrutmen dalam tubuh sebuah partai, 
maka makin baik pula mutu produkyang akan dihasilkan dan 
ditawarkan ke publik. Makin baik mutu produkyang diajukan, 
maka makin tinggi juga daya jual partai tersebut dalam pemilu 
karena makin tingginya keyakinan bahwa figur-figur yang akan 
dipilih merupakan kader-kader partai terbaik yang akan mampu 
mewakili kepentingan rakyat dan mengubah keadaan. Jadi kinerja 
sebuah partai politik, sangat ditentukan oleh kualitas dan sepak 
terjang kader-kadernya. 
Pemilihan kepala daerah dengan memilih secara langsung 
oleh rakyat telah menjadi gaya baru dalam menerapkan 
demokrasi di negara kita saat ini Indonesia. Hampir tidak ada 
hentinya pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan di negeri ini 
yang akrab disebut dengan Pilkada.Dalam menegakkan 
demokrasi, Pilkada semacam ini memberikan wewenang yang 
besar bagi masyarakat dalam memilih pemimpinnya, di mana 
masyarakat dapat menetukan pilihan secara langsung sesuai 
dengan kehendaknya. Sebagai mana yang dikemukakan 
Prihatmoko, ia mengemukakan bahwa Pillkada langsung 
merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen 
pemimpin di daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki 
hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang 
didukungnya, dan calon-calon bersaing dalam suatu medan 
permainan dengan aturan main yang sama.
4
 
                                                 
4
Joko J. Prithatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, 
(Yogyakarta: pustaka pelajar, 2005), h. 109. 
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Pilkada saat ini menjadi kegiatan rutinitas lima tahunan, di 
mana masyarakat seakan dijadikan konsumen ataupun aktor 
penting yang diperebutkan suaranya bagi para calon pemimpin 
kepala daerah yang betarung di Pilkada. Masyarakat pun 
dimanjakan dengan berbagai perhatian dan diberikan impian 
untuk hidup lebih baik oleh para petarung dalam Pilkada demi 
kemenangannya. 
Berkaitan dengan konteks sistem rekrutmen politik Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, pasal 29 
ayat 2 telah menjelaskan bahwa proses seleksi kepala daerah 
harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD 
dan ART partai. Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c (bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah) 
dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan 
ART serta perundang-undangan.Pembentukan partai politik 
memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk 
menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang 
dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara 
langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang 
tidak langsung.  
Untuk menciptakan kader-kader yang berkualitas tersebut, 
partai politik harus menjalankan fungsinya dengan baik, terutama 
fungsi rekrutmen politik.Rekrutmen politik yakni seleksi dan 
pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan 
sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan 
pemerintah. Melalui tulisan ini penulis bermaksud menganalisis 
peran Partai Amanat Nasional (PAN) dalam melakukan 
kaderisasi untuk maju menjadi calom kepala daerah pada saat 
Pilkada di Kabupaten Serang 
 
B. Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Kepala 
Daerah 
Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil 
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Walikota Pasal 2 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan 
berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, 
tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, 
profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas dan 
aksesibilitas. Dan ada beberapa persyaratan yang diberikan 
kepada calon bupati. Pada bab II bagian kesatu pasal 4 
menyebutkan persyaratan kepada calon kepala daerah, yaitu: 
a. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa 
b. Setia kepada pancasila, undang-undang dasar Negara republk 
Indonesia tahun 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 
agustus 1945, dan Negara kesatuan republic Indonesia. 
c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas 
atau sederajat. 
d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun 
e. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil 
pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter. 
f. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan keputusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tindah pidana yang diancam dengan 
pidana penjara 5 (ima) tahun atau lebih. 
g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
h. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan 
dengan surat keterangan catatan kepolisian. 
i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi. 
j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan 
dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung 
jawabnya yang merugikan keuangan Negara. 
k. Tidak sedang dinatakan pailit berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
l. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan 
pajak pribadi. 
m. Belum pernah menjabat sebagai bupati selama 2 (dua) kali 
masa jabatan dalam jabatan yang sama. 
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n. Belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, 
bupati dan walikota untuk calon wakil gubernur, calon 
bupati, calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil 
walikota. 
o. Berhenti dari jabatanya bagi bupati yang mencalonkan diri di 
daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon. 
p. Tidak berstatus sebagai pejabat bupati. 
q. Tidak memiliki konflik kepentingan daerah dengan petahana. 
r. Memberitahukan pencalonannya sebagai bupati kepada 
pimpinan dewan perwakilan rakyat bagi anggota dewan 
perwakilan rakyat, kepada pimpinan dewan perwakilan 
daerah bagi anggota dewan perwakilan daerah, atau kepada 
pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah bagi anggota 
dewan perwakilan rakyat daerah. 
s. Mengundurkan diri sebagai anggota tentara nasional republic 
Indonesia, kepolisian Negara republic Indonesia, dan 
pegawai negeri sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon. 
t. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik Negara atau 
daerah sejak ditetapkan sebagai calon. 
u. Berhenti sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, 
KPU/KIP kabupaten/kota, Bawaslu, bawaslu provinsi, 
panwas kabupaten/kota sebelum pembentukan PKK dan 
PPS. 
Pada bagian kedua paragraph 1 pasal 6, partai politik atau 
gabungan partai politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) 
pasangan calon. 
Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon 
perseorangan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati 
sebagaimana diatur dalam pasal 10 yaitu kabupaten dengan 
jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh 
ribu) jiwa harus didukung pang sedikit 10% (sepuluh persen), 
kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua 
ratus lima puluh ribu) sampai 500.000 (ima ratus ribu) jiwa harus 
didukung paling sedikit 8,5% ( delapan setengah persen), 
kabupaten dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima 
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ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus 
didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen), dan 
kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 
(satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam 
setengah persen).
5
 
 
C. Sistem dan Mekanisme Penetapan Bakal Calon Bupati 
Didalam pertempuran politik, seperti didalama pertempuran-
pertempuran yang kompleks, setiap orang berlaku sesuai dengan 
rencana yang dipahami lebih dulu, kurang lebih rencana yang 
sudah terolah dimana setiap orang membuat antisipasi bukan saja 
dalam serangan-serangannya akan tetapi juga tentang jawaban-
jawaban lawannya dan alat-alat untuk menyelesaikannya. 
Rencana perjuangan ini merupakan strategi, unsure-unsur ang 
berada didalamnya-tindakan melawan musuh dan jawaban 
terhadap reaksinya-merupakan taktik. Analisa strategis politik 
tetap agak terkeping-keping, kecuali didalam hubungan 
internasional dan konflik-konflik serikat buruh. Di banyak 
tempat, studi-studi terutama membahas perjuangan-perjuangan 
yang menyertai keputusan-keutusan yang khusus. Di dalam 
tahun-tahun terakhir, beberapa sarjana mencoba mengenakan 
metode-metode matematis dalam analisanya, dengan 
mempergunakan teori-teori tentang game of strategy dan teknik-
teknik calculus oprasional. Riset jenis ini menarik dan bernilai 
dalam wilayah-wilayah terbatas.
6
 
Partai politik memiliki andil besar dalam menjaring calon-
calon yang ditampilkan untuk menjalankan kompetisi kekuasaan 
dalam arena pilkada. Adanya hubungan antara calon yang 
diusulkan leh parpol dengan yang dipilih oleh masyarakat.  
Figur pemimpin daerah yang paling diharapkan oleh 
masyarakat adalah mampu memperjuangkan kepentingan 
pemilih, terutama rakyat/wong cilik, (akomodatif-responsif). 
                                                 
5
 jdih.kpu.go.id, tgl 04 April 2017. 
6
 Maurice Duverger, Sosiologi Politik, Penterjemah: Daniel Dhakidae 
(Jakarta: Raja grafndo persada 1998), h. 283. 
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Calon yang dipilih pada pilkada telah memenuhi criteria 
figure ideal kepala daerah dengan alasan: (1) calon yang dipilih 
sudah terbukti kepemimpinannya dari periode yang lalu; (2) 
memiliki penampilan yang baik; (3) moralitasnya baik; (4) peduli 
wong cilik.
7
 
Dalam pragmatsme politik yang menjadi penting adalah 
kekuasaan. Sehingga partisipasi politik hanya manifestasi dari 
keinginan untuk berkuasa. (padahal, dalam pengertian idealnya, 
berkuasa hanyalah media antara yang menjadi sarana untuk 
menciptakan tatanan masyarakat ideal, sesuai dengan nilai dan 
faham yang dianut oleh suatu partai politik.) karena dorongan 
berkuasa yang begitu kuat, ‘kekuasaan’ menjadi tujuan akhir dari 
berpolitik. Mereka yang masih belum memenangkan pemilu akan 
berusaha sekuat tenaga untuk dapat meraih kekuasaan. 
Sebaliknya, mereka yang sedang berkuasa akan mati-matian 
untuk mempertahankan kekuasaan. Demi tujuan kekuasaan ini, 
kalau perlu mereka bahkan bisa ‘menggadaikan’ ideology partai 
melalui pembangunan koalisi dengan partai lain yang jelas 
menganut ideology bersebrangan. 
Dunia politik sarat dengan diskursus tentang bagaimana 
berkuasa, sekaligus mengabaikan permasalahan-permasalahan 
yang dihadapi rakyat. Yan menjadi masalah, dari situasi 
seringkali dihasilkan pemecahan masalah kemasyarakatan yang 
tidak populis. Demi tujuan berkuasa dengan mengabaikan 
kepentingan yang lebih umum dan kekhawatiran bahwa suatu 
solusi akan dipolitisasi akhirnya membuat banyak actor politik 
enggan berbuat sesuatu. Padahal politik yang sesungguhnya 
berarti mengambil keputusan. Dan, padahal lagi, pada setiap 
keputusan pasti ada pihak-pihak yang akan dirugikan. Namun, 
karena kekuatan yang berlebihan untuk mengambil resiko, partai 
yang bekuasa cenderung untuk menghindari solusi yang dapat 
                                                 
7
 Siti Aminah, Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal, (Jakarta: 
Kencana 2014), h. 254. 
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membahayakan posisi kekuasaan mereka. Apalagi kalu isu politik 
ini dapat dipolitisasi oleh oposisi.
8
 
Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, partai amanat 
nasional berjuang terus meningkatkan pengembangan dan 
otonomi daerah melalui perannya dalam kepemimpinan pada 
pemerintahan daerah. Kepemimpinan kepala daerah secara 
demokratis ditentukan melalui pemikihan kepala daerah. Faktor 
elektabilitas, kapsitas dan integritas dari pasangan calon yang 
akan diusung merupakan faktor paling penting bagi pemenangan 
pemilihan kepala daerah. Dalam rangka mengoptimakan  kinerja 
pemenangan pemilihan kepala daerah atau  wakil kepala daerah, 
partai amanat nasional membuat mekanisme dan tahapan  
pemilihan kepala daerah agar nantinya mendapatkan hasil yang 
memuaskan. 
Dalam peraturan partai Nomor 03 tahun 2015 tentang 
Pemenangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 
(PILKADA) Partai Amanat Nasional, Dewan Pimpinan Daerah 
membentuk Tim Pilkada yang nantinya tim pilkada tersebut 
bertanggung jawab atas pemenangan pilkada dimasing-masing 
kabupaten atau kota. 
Tugas dan Tanggungjawab Tim Pilkada antara lain: 
a. Melakukan rekutmen, pendaftaran, verifikasi dan 
pemenangan untuk bakal calon bupati atau calon wakil 
bupati atau calon walikota dan calon wakil walikota dari 
PAN. 
b. Menyelenggarakan rapat tim pilkada kabupaten atau kota. 
c. Menghadiri rapat tim pilkada kabupaten/kota untuk memilih 
dan menetapkan calon bupati/calon wakil bupati atau 
walikota atau calon wakil walikota ke KPU daerah. 
d. Melaporkan ke tim pilkada pusat dan tim pilkada 
provinsiatas usulan calon bupati atau calon wakil bupati atau 
calon walikota dan calon wakil walikota oleh DPD sesuai 
peraturan perundang-undangan. 
                                                 
8
 Firmanzah,  Mengelola Partai Politik  (Jakarta: Pusaka obor 
Indonesia 2011), h. 23. 
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Dalam BAB IV Peraturan Partai, Partai Amanat Nasional 
membuat mekanisme dan tahapan penetapan calon kepala 
daerah, antara lain: 
1. Persiapan 
2. Pendaftaran 
3. Verifikasi 
4. Survey 
5. Penetapan bakal calon berdasarkan hasil survey 
6. Pemilihan pasangan calon 
7. Penetapan pasangan calon 
8. Pendaftaran pasangan calon ke KPU daerah 
Partai amanat nasional memberikan persyaratan kepada 
siapa saja yang ingin mencalon kepala daerah dan ingin 
didukung oleh partai amanat nasional. Persyaratan yang 
diberikan meliputi persyaratan khusus dan persyaratan umum. 
Persyaratan khusus: 
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
b. Setia kepada pancasila, UUD 1945, cita-cita proklamasi 17 
agustus 1945 dan Negara kesatuan republik Indonesia. 
c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas 
atau sederajat. 
d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun. 
e. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkn hasil 
pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter. 
f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 
keputusan pengadilan dangan kekuatan hukum tetap karena 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) 
tahun atau lebih. 
g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
h. Tidak pernah melakuka tidakan tercela yang dibuktikan 
dengan surat keterangan catatan kepolisian. 
i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia 
diumumkan. 
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j. Tidak sedang dinyatakan memiliki utang secara 
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi 
tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara. 
k. Tidak sedang dinyataka pailit berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
l. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan memiliki 
laporan pajak pribadi. 
m. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah selama dua 
kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. 
n. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah. 
o. Berhenti bagi jabatannya bagi kepala daerah yang 
mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai 
calon. 
p. Tidak berststus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati 
dan penjabat walikota. 
q. Tidak memiliki konflik dengan petahana. 
r. Memberitahukan pencalonannya sebagai kepala daerah 
kepada pimpinan DPR RI bagi anggota DPR RI, kepada 
pimpinan DPD RI bagi anggota DPD RI, kepada pimpinan 
DPRD bagi anggota DPRD. 
s. Mengundurkan diri sebagai anggota tentara nasional 
Indonesia, kepolisian Negara republik Indonesia dan pegaai 
negeri sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon. 
t. Berhenti dari jabatan pada badan usaha usaha milik Negara 
atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai 
calon. 
Persyaratan Umum: 
1. Memiliki integritas moral yang baik. 
2. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin dan loyal terhadap 
PAN. 
3. Menjadi teladan dan panutan bagi masyarakat. 
4. Bersedia melaksanakan dan memperjuangkan visi, misi dan 
platform PAN. 
5. Persyaratan sebagaimana pada butir 1, 2, 3 dan 4 harus 
dibuktikan dengan kontrak politik dan atau pakta integritas. 
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Dalam perekrutan pasangan calon ada beberapa tahapan yang 
harus dilewati, yaitu: 
1. Tahapan persiapan,  
a. Pembentukan tim pilkada 
b. DPD berkewajiban melaporkan kepada DPP dan DPW 
tentang rencana jadwal pelaksanaan Pilkada di 
kabupaten atau kota. 
c. Pembentukan tim pilkada kabupaten atau kota 
diputuskan dirapatkan harian DPD dalam surat 
keputusan DPD. 
2. Tahap pendaftaran 
a. Tim pilkada harus secepatnya membuka pendaftaran 
bagi pasangan calon setelah tim pilkada disahkan 
b. Tim pilkada provinsi dan kabupaten atau kota 
mengumumkan masa pendaftaran rekrutmen bakal calon 
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pendaftaran 
dibuka melalui media masa. 
c. Masa pendaftaran bakal calon kepala daerah atau calon 
wakil kepala daerah selama 15 (lima belas) hari dan 
dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan DPW dan 
DPD. 
d. Bakal calon diwajibkan mengisi, menandatangani dan 
mengembalikan formulir pendaftaran melalui secretariat 
tim pilkada dengan melampirkan kelengkapan dokumen 
dari masing-masing bakal calon. 
e. Tim pilkada memeriksa kelengkapan 
dokumenpendaftaran dan apabila belum lngkap maka 
dokumen tersebut dikembalkan untuk dilengkapi. 
f.  Setelah masa pendaftaran berakhir, tim pilkada 
melakukan rekapitulasi seluruh bakal calon yang 
pendaftaran diri dengan seluruh kelengkapan 
dokumennya. 
g. Pendaftaran calon kepala daerah dari Partai Amanat 
Nasional tidak dipungut biaya. 
3. Tahap Verifikasi Calon 
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a. Tim pilkada melakukan verifikasi terhdap seluruh calon 
kepada daerah yang telah mendaftarkan diri. 
b. Tim pilkada melakukan rapat untuk memverifikasi bakal 
calon yang dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari 
setelah masa pendaftaran berakhir. 
c. Apabila dokumen bakal calon belum lengkap maka hal 
tersebut tidak menyebabkan bakal calon tersebut gugur 
dan dapat segera melengkapinya. 
d. Bakal calon yang lulus verifikasi adalah yang telah 
memenuhi persyaratan. 
e. Hasil verifikasi tim pilkada dilaporkan ke DPP. 
4. Tahap Survei 
a. Survey dilakukan untuk mengukur tingkat elektabilitas 
bakal calon kepala daerah atau calon wakil kepala 
daerah yang elah ditetapkan tim pilkada. 
b. Survey dilakukan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan 
sebelum pemungutan suara di pilkada. 
c. DPP membentuk lembaga survey internal atau 
menunjuklembaga survey independen untuk mengukur 
tingkat elektabilitas nama-nama bakal calon. 
d. Hasil survey dilaporkan ke DPP melalui tim pilkada 
pusat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak 
perintah kerja dikeluarkan. 
e. Atas persetujuan tim pilkada pusat, lembaga survey 
dapat menambahkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama 
bakal calon tambahan sebagai pembandingan yang 
bukan berasal dari kader PAN. 
Tahap penetapan bakal calon kepala dan calon wakil 
kepala daerah hasil survey dilakukan mekanisme: 
a) Ditetapkan bakal calon di rapat harian DPD. 
b) Hasil rapat harian DPD dilaporkan ke DPW dan DPP. 
c) DPW dapat menetapkan bakal calon sekurang-
kurangnya  (dua) bakal calon. 
d) Penetapan bakal calon bupati atau wakil calon bupati 
dan bakal calon walikota atau calon wakil walikota 
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dilakukan segera sebelum tahap pendaftaran calon ke 
KPU kabupaten atau kota. 
5. Tahap penetapan calon 
Untuk penetapan calon bupati, calon wakil bupati, 
calon walikota dan calon wakil walikota, mekanismenya 
sebagai berikut: 
a. Rapat dielenggarakan dpd dan pimpinan ketua tim 
pilkada provinsi atau anggota tim pilkada provinsi yang 
diberi mandate DPW. 
b. Penetapan bakal calon bupati, calon wakil bupati, calon 
walikota dan calon wakil walikota diputuskan dalam 
rapat yang dihadiri oleh: 
1) Tim pilkada Provinsi 
2) Pengurus harian DPD 
3) Tim pilkada kabupaten atau kota 
4) Ketua-ketua DPC 
c. Hasil penetapan bakal calon bupati, calon wakil 
bupati, calon walikota dan calon wakil walikota 
dilaporkan ke DPP dan DPW untuk mendapatkan 
persetujuan menjadi calon bupati, calon wakil 
bupati, calon walikota dan calon wakil walikota. 
d. Sebelum dilaksanakan penetapan bakal calon 
bupati, calon wakil bupati, calon walikota dan 
calon wakil walikota rapat menjelaskan proses 
penetapan nominasi bakal calon berdasarkan hasil 
survey yang dilakukan DPP atau DPW. 
e. Para bakal calon bupati, calon wakil bupati, calon 
walikota dan bakal calon walikota wajib 
menyampaikan visi, misi dan program kegiatan 
dirapat. 
f. Pemilihan bakal calon bupati, calon wakil bupati 
dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. 
g. Bakal caon berdasarkan musyawarah mufakat akan 
diusulkan ke DPP dan DPW menjadi calon bupati 
dan calon wakil bupati. 
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h. DPD membuat berita acara tentang penetapan 
usulan bakal calon bakal bupati dan calon bakal 
wakil bupati menjadi calon bupati dan caon wakil 
bupati dan dilaporkan ke DPP dan DPW. 
i. DPW berdasarkan rapat harian membuat surat 
keputusan persetujuan atas caon bupati dan calon 
wakil bupati yang diusulkan ke DPD. 
j. DPP berdasarkan rapat harian membuat surat 
keputusan persetujuan atas calon bupati dan calon 
wakil bupati yang diusulkan DPW. 
k. DPP dan DPW menyampaikan surat keputusan 
persetujuan calon bupati dan calon wakil bupati ke 
DPD untuk didaftarkan ke KPUD kabupaten atau 
kota. 
6. Tahapan penetapan pasangan calon 
Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati 
ditentukan oeh DPP dengan memperhatikan hasil rapat DPW 
dan DPD. 
Setelah semua tahapan penetapan itu terpenuhi, maka 
calon bupati dan wakil bupati segera didaftarkan ke KPUD 
kabupaten. 
Pada prinsipnya, Partai Amanat Nasional memberikan 
kebebasan seluas-luasnya kepada siapa saja yang ingin 
mencalonkan diri menjadi kepala daerah tidak harus dari kader 
Partai Amanat Nasional saja.
9
 
 
D. Analisis Pertimbangan DPD PAN Kabupaten Serang 
dalam Menentukan Calon Bupati 
Menurut pernyataan bapak Holis Rowiyan yang selaku wakil 
ketua bidang POK, beragama islam adalah syarat utama dalam 
pemilihan calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Amanat 
Nasional, karena Kabupaten Serang mayoritas masyarakatnya 
adalah muslim, syarat selanjutnya adalah mempunyai kapabilitas, 
mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat kabupaten 
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serang.
10
 Dalam menentukan calon bupati, DPD PAN Kabupaten 
Serang selain memberikan syarat-syarat kepada bakal calon juga 
mempunyai beberapa bahan pertimbangan. Bahan pertimbangan 
yang pertama adalah popularitas. Popularitas bagi calon bupati itu 
penting, karena masyarakat akan memilih calon bupati yang 
hanya mereka kenal. Bahan pertimbangan selanjutnya adalah 
financial, Finansial itu bukan utama namun penting. Karena 
untuk bersosialisasi ke masyarakat membutuhkan financial 
seperti untuk transportasi dan alat peraga kampanye dan lain-lain. 
berdasarkan moto kabupaten sendiri yaitu iman dan takwa 
dan karena mayoritas masyarakat kabupaten serang itu seorang 
muslim. Maka dewan pimpinan daerah partai amanat nasional 
kabupaten serang menentukan syarat pemimpin untuk kabupaten 
serang itu harus seorang muslim. Syarat selanjutnya dia harus 
membangun kabupaten serang, biak membangun kabupaten 
serang secara fisik maupun membangun masyarakat kabupaten 
serang secara mental, orang yang cerdas, bisa dipercaya, 
mempunyai kredibilitas, jujur dan amanah. Begitu juga wakil 
calon bupatinya, harus seirama dengan calon bupatinya agar 
dapat membangun kabupaten serang yang kita cita-citakan. 
Partai amanat nasional sebetulnya mempunyai syarat yang 
banyak untuk menentukan calon bupati. Selain  syarat-syarat 
diatas, financial juga menjadi faktor dalam penentuan calon 
bupati ini, karena kegiatan seperti sosialisasi dan yang lainnya itu 
butuh dana. Dewan pimpinan partai amanat nasional kabupatn 
serang akan memilih calon bupati sesuai syarat-syarat tersebut 
walaupun calon bupati tersebut dari partai lain, karena menurut 
dewan pimpinan daerah partai amanat nasional kita memilik 
calon bupati untuk masyarakat, maka calon tersebut harus yang 
terbaik. 
Yang penting dari ulil amri harus menjaga dan melindungi 
hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak 
milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat dengan baik dan 
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 Holis Rowiyan, wakil ketua bidang POK, wawancara dengan 
penulis di rumahnya, tanggal 3 Februari 2017. 
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benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak melalui kasb al-
halal, hak beragama dan lain-lain.
11
 
semua syarat yang diberikan oleh dewan pimpinan daerah 
partai amanat nasional sudah sesuai dengan apa yang ditentukan 
dalam fiqh siyasah. Seperti pemimpin itu harus adil, 
berintelektual atau memiliki keilmuan yang cukup, sehat, berani, 
dikenal oleh masyarakat, dan mau membangun kabupaten serang 
baik secara fisiknya maupun mental masyarakatnya. 
Seperti didalam buku Al-ahkam as-sulthaniyyah karangan 
imam al mawardi, kriteria-kriteria imam atau khalifah itu harus 
adil, ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-
kasus dan hukum-hukum, sehat inderawi, sehat organ tubuh dari 
cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan 
cepat, mempunyai wawasan yang membuatnya mampu 
memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan, berani dan 
kesatria yang membuatnya melindungi wliayah Negara dan 
melawan musuh.
12
 
 
E. Penutup 
Faktor yang menjadi pertimbangan DPD PAN Kabupaten 
serang dalam menentukan calon bupati adalah popularitas dan 
finansial. Tinjauan fiqh siyasah dalam penentuan calon bupati 
oleh DPD PAN Kabupaten Serang  ini sebagian besar apa yang 
disyaratkan sudah sesuai, hanya faktor finansial saja yang tidak 
sesuai dengan aspek siyasah karena fiqh siyasah tidak menjadikan 
finansial sebagai persyaratan atau sebagai kriteria seorang 
pemimpin. 
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